
 

BUPATI BINTAN 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN BUPATI BINTAN 

NOMOR  76 TAHUN 2022         

TENTANG    

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 72 TAHUN 2014 

TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN 

SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BINTAN, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 

tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan;  

  b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Bintan Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Tata 

Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3896); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaiman telah diubah terakhir Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran            

Negara .…... 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);  

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853); 

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan 

Tahun 2016 Nomor 9); 

7. Peraturan Bupati Bintan Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Tata 

Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita 

Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 72). 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BINTAN NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA 

PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 72 

Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan 

Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 

72) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan .…... 
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1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 3 ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan 

ayat (5) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) dapat berupa: 

a. Penilaian massal tanah; 

b. Penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB 

objek pajak standar; 

c. Penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB 

objek pajak non standar.  

(2) Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) berupa : 

a. Penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi 

dengan pendekatan data pasar; 

b. Penilaian individual baik untuk tanah maupun 

bangunan dengan pendekatan biaya; 

c. Penilaian individual untuk objek pajak bangunan 

dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan. 

(3) Penilaian massal dan secara individual sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan 

membentuk NIR dalam setiap ZNT. 

(4) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari 

pendataan, pendetailan dan harga rata-rata transaksi jual 

beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan 

penyesuaian. 

(5) Dalam melakukan penilaian massal dan penilaian 

individual, Kepala Daerah dapat bekerja sama dengan 

Penilai Pemerintah, Penilai Publik dan Instansi lain yang 

terkait. 

 

 

2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 

9 A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 9 A 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Bintan dan Kepala Dinas sebagaimana tercantum 

pada Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Tata 

Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek 

Pajak .…... 
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Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaknai 

dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan dan 

Kepala Badan. 

 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bintan. 

      Ditetapkan di Bandar Seri Bentan 

      pada tanggal 29 DESEMBER 2022  

      BUPATI BINTAN, 

 

   dto 

 

      ROBY KURNIAWAN 

 

 

Diundangkan di Bandar Seri Bentan 

pada tanggal 29 DESEMBER 2022  

Pj. SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BINTAN 

 

      dto 

 

RONNY KARTIKA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR  77 
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